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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Menurut Tahir (dalam Tachjan, 2015 : 52) Implementasi kebijakan publik, 

disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai 

institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah 

satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu. Ripley dan Franklin (1986) 

menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang 

ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau 

suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan 

oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat 

program berjalan. 

Ripley dan Franklin (1986) mengemukakan bahwa terdapat tiga cara utama dalam 

menentukan berhasilnya suatu implementasi kebijakan, yaitu: keberhasilan 

implementasi diukur melalui tingkat kepatuhan, keberhasilan implementasi dicirikan 

dengan kelancaran rutinitas fungsi dan ketiadaaan masalah, keberhasilan implementasi 

akan mengarah pada kinerja yang diinginkan dan dampak dari kebijakan yang diteliti.  

Ketiga faktor utama diatas dapat menjadi penghambat ataupun menjadi 

pendukung dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Berarti 

bahwa ketiga faktor utama tersebut harus mendapat perhatian yang serius dalam 

proses implementasi kebijakan. Jika perusahaan melaksanakan implementasi 

kebijakan Ripley dan Franklin ini dengan konsisten dimana unsur-unsurnya yaitu 

Tingkat Kepatuhan, Kelancaran Rutinitas Fungsi, Kinerja Dan Dampak, maka 

keberhasilan implementasi itu akan berhasil jika memperhatikan dan mensinergikan 

tiga faktor utama tersebut. 
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Pada tanggal 12 April 2012, Peraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 2012 tentang 

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah disahkan untuk 

menggantikan peraturan yang lama. Peraturan tersebut mengatur bagi perusahaan yang 

mempekerjakan 100 orang dan industri berisiko tinggi wajib menerapkan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Selain itu penerapan 

peraturan SMK3 lama wajib untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan 

Pemerintah tersebut paling lama 1 tahun sejak peraturan tersebut berlaku. 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari 

sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko 

yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien 

dan produktif. Penerapan SMK3 bertujuan untuk meningkatkan efektifitas 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, 

dan terintegrasi. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat 

kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat 

pekerja/serikat buruh serta, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien 

untuk mendorong produktivitas. 

Perusahaan dalam menjalankan secara produktif dan efisien sangat tergantung 

pada manajemen perusahaan. Salah satu bidang yang harus dikelola dengan baik 

adalah Keselamatan dan kesehatan kerja (K3). PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana 

pembangkitan (UPK) Bukit Asam adalah salah satu pembangkit PT. PLN (Persero) 

yang hadir untuk memenuhi kebutuhan listrik khususnya untuk wilayah sumatera 

bagian selatan. Perusahaan yang bergerak dibidang listrik, PT. PLN (Persero) UPK 

Bukit Asam, harus memberikan pelayanan yang maksimal. Dalam hal manajemen K3 

pihak manajemen PT. PLN (Persero) UPK Bukit Asam harus memberikan perhatian 
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lebih karena dampak yang diperoleh dari maksimal kinerja K3 sangat baik untuk pihak 

manajemen kedepannya. 

PT. PLN (Persero) UPK Bukit Asam memiliki struktur organisasi yaitu bagian 

keuangan, sumber daya manusia & administrasi (KSA), bagian coal & ash handling, 

bagian pemeliharaan, bagian operasi, dan bagian enjiniring. Kemudian juga memiliki 

jumlah pegawai tetap 137 orang diantaranya 130 laki-laki dan 7 orang perempuan 

serta memiliki pekerja diluar PLN yaitu pekerja outsourcing/ kontrak. Para pekerja 

outsourcing mempunyai tugas untuk membantu pekerjaan pegawai tetap, khususnya 

pekerja lapangan yang membutuhkan tenaga yang ekstra. Menurut Edwin selaku 

pegawai bagian K3 PT. PLN UPK Bukit Asam, “Penerapan SMK3 di perusahaan ini 

sudah berjalan lama tetapi lebih aktifnya K3 di perusahaan baru sejak tahun 2017 ke 

atas dikarenakan perusahaan ini pada tahun 2017 termasuk dalam Objek Vital 

Nasional yang harus diawasi, terlapor, terdata dengan baik semua jenis pekerjaannya” 

(wawancara pra penelitian pada tanggal 5 November 2019). Adapun program K3 yang 

telah dijalankan di PT. PLN (Persero) UPK Bukit Asam yaitu: Patroli, inspeksi, 

rambu/ poster, alat pelindung diri (APD), identifikasi bahaya, penilaian, dan 

pengendalian resiko (IBPR), kegiatan pelatihan tanggap darurat pemadam kebakaran 

(fire drill), pelatihan alat pemadam api ringan (APAR), pelatihan alat pemadam api 

tradisional, pencegahan & penyelidikan kecelakaan, dan pertemuan K3. Berdasarkan 

hasil dokumentasi Audit Internal SMK3, pada tahun 2017 dan 2018 PT. PLN UPK 

Bukit Asam masih menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) 

Nomor 5 tahun 1996 dan baru menerapkan SMK3 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 

50 tahun 2012 pada tahun 2019.  

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Bukit Asam mempunyai target 

tentang K3, yaitu Zero accident atau tidak ada kecelakaan tiap tahunnya dimana 
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kategori kecelakaannya yakni cedera ringan, cedera berat, dan mati, namun pada 

kenyataannya di tahun 2018 masih terdapat kecelakaan kerja dimana terdapat 1 orang 

mengalami luka berat dan 2 orang meninggal dunia. Tak hanya itu saja, menurut 

penjelasan Sujadi selaku pegawai bagian K3 PT. PLN UPK Bukit Asam, “pernah ada 

yang jatuh dari gedung dan korban mengalami cedera ringan dan trauma”, dan setelah 

dikonfirmasi kepada Reyhan selaku ketua Serikat Pekerja (SP) PT. PLN (Persero) 

UPK Bukit Asam bahwa kejadian yang diinformasikan oleh Sujadi benar pernah 

terjadi, dan karyawan yang mengalami kecelakaan telah dipindahkan ke divisi 

pekerjaan lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan ketinggian dikarenakan 

karyawan tersebut mengalami trauma (wawancara pra penelitian pada tanggal 28 

Oktober 2019). Namun karena target k3 yakni Zero Accident maka kejadian tersebut 

tidak dilaporkan. Padahal menurut prosedur pelaporan & penyelidikan insiden & 

kecelakaan PLN UPK Bukit Asam setiap kejadian insiden dan kecelakaan yang terjadi 

didalam ruang lingkup PT. PLN (Persero) UPK Bukit Asam harus dicatat dan dibuat 

laporannya. Selain itu agar lebih cepat diketahui penyebab insiden maupun kecelakaan 

tersebut sehingga dapat diambil tindakan pencegahannya dan tidak terulang kembali. 

Berikut data kecelakaan 3 tahun terakhir di PLN UPK Bukit Asam : 

 

Tabel 1. Kecelakaan Kerja di PLN UPK Bukit Asam 2018 – 2019 

Sumber : Data Tim P2K3 (Panitia Pembinaan K3) 
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PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkit Bukit Asam memiliki angka 

kecelakaan kerja yang kecil dan telah menerima sederet penghargaan antaranya: Juara 

tanggap darurat di PT. PLN (Persero) Unit wilayah Sumatera Selatan Jambi dan 

Bengkulu (S2JB) dalam rangka bulan K3 tahun 2019, sudah memiliki banyak ahli K3 

umum di perusahaan, sertifikat inspeksi, sertifikasi ISO 14001 (Standar Manajemen 

Kesehatan Lingkungan). Meskipun telah memiliki sertifikasi ISO 9001 (Standarisasi 

Manajemen Mutu) serta telah menetapkan beberapa kebijakan dasar tentang 

keselamatan saat bekerja misalnya penggunaan alat pelindung diri (APD) sederhana 

seperti pemakaian helm pelindung atau sepatu kerja dan lain sebagainya. Namun dari 

hasil sidak dan inspeksi langsung di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan 

Bukit Asam masih banyak ditemukan pelanggaran K3 dan perusahaan ini masih 

memiliki kendala dalam penerapan peraturan SMK3, yakni masih banyak ditemukan 

pegawai yang tidak memakai APD saat bekerja, sistem pencegahan kecelakaan kerja 

yang belum memadai yakni tidak terdapat izin pekerjaan high risk, rambu, dan apar di 

area kerja, lalu pengawas K3 dan pekerja yang belum sepenuhnya dibekali pelatihan 

ahli K3, serta sistem pelaporan dan pendataan K3 yang tidak dilakukan sesuai 

peraturan SMK3. Berikut data pelanggaran hasil sidak dan inspeksi 4 bulan terakhir : 
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Tabel 2. Data Pelanggaran Hasil Sidak dan Inspeksi Bulan November – Februari 

Sumber : Data Tim P2K3 (Panitia Pembinaan K3) 

 

Berdasarkan masalah-masalah yang terjadi, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kepatuhan, 

Kelancaran Rutinitas Fungsi, Kinerja Dan Dampak terhadap keberhasilan 

implementasi kebijakan penerapan sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan 

kerja di PT. PLN (Persero) UPK Bukit Asam baik secara parsial maupun simultan 

sebagai upaya pengendalian risiko bahaya yang ada di perusahaan. Adapun judul 

penelitian yang ingin dilakukan penulis yaitu “Analisis Faktor-Faktor Implementasi 
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Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT. 

PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Bukit Asam”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah : 

1. Berapa besar pengaruh Tingkat Kepatuhan terhadap keberhasilan 

implementasi kebijakan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Bukit 

Asam? 

2. Berapa besar pengaruh Kelancaran Rutinitas Fungsi terhadap keberhasilan 

implementasi kebijakan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Bukit 

Asam? 

3. Berapa besar pengaruh Kinerja Dan Dampak terhadap keberhasilan 

implementasi kebijakan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Bukit 

Asam? 

4. Berapa besar pengaruh Tingkat Kepatuhan, Kelancaran Rutinitas Fungsi, 

Kinerja Dan Dampak terhadap keberhasilan implementasi kebijakan 

penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Bukit Asam? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kepatuhan, Kelancaran Rutinitas Fungsi, 
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Kinerja Dan Dampak terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penerapan sistem 

manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja di PT. PLN (Persero) UPK Bukit Asam 

baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini kemudian sebagai pembelajaran 

bagi penulis dan sebagai perbaikan untuk analisis faktor-faktor implementasi 

kebijakan penerapan sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja agar tidak 

lagi terjadinya kecelakaan kerja dan meningkatkan mutu K3 di PT. PLN (Persero) 

UPK Bukit Asam. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin 

dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan 

literatur khususnya yang berkaitan dengan Keberhasilan Implementasi 

Kebijakan Penerapan SMK3. Secara akademik, penelitian ini diharapkan 

menjadi bentuk sumbangsih untuk pembangunan Ilmu Administrasi Publik. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran utuh mengenai 

fenomena yang ada, sekaligus memberikan masukan pada pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam mewujudkan Penerapan SMK3 di PT. PLN (Persero) 

UPK Bukit Asam untuk lebih meningkatkan kinerja penanganan keselamatan 

dan kesehatan kerja, sehingga efisiensi dan efektifitas perusahaan dapat 

ditingkatkan. Sehingga diharapkan bisa menjadi tambahan pengetahuan atau 

referensi bagi Mahasiswa yang ingin meneliti dalam ruang lingkup SMK3. 
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